
 

 

 
 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 5 TAHUN 2026 
TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

 
Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Pasal 311 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 
177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah 

wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) kepada Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah   
(DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang 

dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta 

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama 
Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) pada tanggal 

12 Agustus 2026; 
c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2026; 

 

Mengingat : 1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 

II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah 

bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan     Lembaran     
Negara      Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
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9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Trasfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6177); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang 
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 

23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); 
24. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

25. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan 
Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha 

Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Mensukseskan 
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada 

Pelaksanaan Pengedaan Barang/Jasa Pemerintah; 
26. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan 

Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 
pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 

Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib  
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran dalam Anggaran  Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan Tertib  Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1777); 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1781); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); 

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Kepmendagri Nomor 900.1/861 Tahun 2026 tentang 
Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 
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Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
35. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan 
Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2026, 

Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai 
Dengan Tahun Anggaran 2024, Dan Penyaluran Dana 
Treasury Deposit Facility Pada Tahun Anggaran 2026; 

36. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ 
tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja 

Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025; 

37. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang 
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11); 
38. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 

2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 

2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 

2026 Nomor 15); 
39. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 

2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 36) 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan 

Pemerintah pada Kementerian Dalam Negeri (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 8); 

41. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 300.2.8/6460/SJ tentang Penggunaan Bantuan 
Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan dari 

Pemerintah Daerah Lainnya kepada Pemerintah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota di Wilayah Riau, Jambi, Sumatera 

Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur Dalam Rangka 
Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan; 

42. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 
100.3.3.1/0655/KUM/2026 tentang Hasil Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan 
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2026; 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
dan 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2026. 

 
Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 

4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah 
rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 
 

Pasal 2 
Anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 

2026 semula sebesar Rp1.976.539.328.226,00 bertambah 
sebesar Rp91.757.567.294,00 sehingga menjadi 
Rp2.068.296.895.520,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 
a. Semula Rp 1.417.834.732.173,00 

b. Bertambah/Berkurang (Rp     11.059.009.407,00) 
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan  

   Rp1.406.775.722.766,00 
2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp1.976.539.328.226,00 

b. Bertambah/Berkurang Rp     91.757.567.294,00 
Jumlah belanja daerah setelah perubahan  

             Rp2.068.296.895.520,00 
3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 
1) Semula    Rp558.704.596.053,00 
2) Bertambah/Berkurang   Rp102.816.576.701,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan  
        Rp661.521.172.754,00 

b. Pengeluaran pembiayaan 
1) Semula     Rp                     0,00 

2) Bertambah/Berkurang    Rp                     0,00 
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  

                  Rp                     0,00 
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Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan      
        Rp661.521.172.754,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 
           Rp                        0,00 

 
Pasal 3 

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, bersumber dari: 
a. Pendapatan asli daerah 

1) Semula     Rp252.910.853.913,00 
2)  Berkurang/Bertambah   Rp  10.450.183.468,00 

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan  
      Rp263.361.037.381,00 

b. Pendapatan transfer 
1) Semula    Rp1.164.898.878.260,00 
2) Bertambah/Berkurang (Rp     36.449.610.000,00) 

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan  
  Rp1.128.449.268.260,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
1)   Semula   Rp           25.000.000,00 

2) Bertambah/Berkurang  Rp     14.940.417.125,00 
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah 
perubahan    Rp     14.965.417.125,00 

 
Pasal 4 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a, bersumber dari: 

a. Pajak Daerah 
1) Semula  Rp   48.488.055.770,00 
2) Bertambah/Berkurang (Rp    6.180.197.606,00) 

Jumlah pajak Daerah setelah perubahan   
   Rp   42.307.858.164,00 

b. Retribusi daerah; 
1) Semula Rp   23.532.999.105,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp 153.943.578.413,00 
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan   
  Rp 177.476.577.518,00 

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan 
1) Semula  Rp      7.935.948.104,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp         103.065.401,00 
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah 

perubahan   Rp      8.039.013.505,00 
d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah 

1) Semula  Rp   172.953.850.934,00 

2) Bertambah/Berkurang (Rp  137.416.262.740,00 
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah 

perubahan     Rp    35.537.588.194,00 
 

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf b, bersumber dari: 
a. Transfer pemerintah pusat 

1) Semula   Rp1.104.564.630.200,00 
2) Bertambah/Berkurang (Rp    36.449.610.000,00) 
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Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan 
     Rp1.068.115.020.200,00 

b. Transfer antar daerah 
1) Semula  Rp     60.334.248.060,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp                            0,00 
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan  

   Rp     60.334.248.060,00 
 

(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: 
a. Pendapatan hibah 

1) Semula  Rp            25.000.000,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp       4.000.000.000,00 

Jumlah hibah setelah perubahanRp       4.025.000.000,00 
b. Dana darurat 

1) Semula          Rp     0,00 

2) Bertambah/Berkurang  Rp     10.000.000.000,00 
Jumlah dana darurat setelah perubahan                            

           Rp    10.000.000.000,00 
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
1) Semula Rp                     0,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp   940.417.125,00 

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan setelah perubahan 

  Rp    940.417.125,00 
 

Pasal 5 
Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2, terdiri atas: 

a. Belanja operasi; 
1) Semula          Rp1.431.262.883.166,00 

2) Bertambah/Berkurang  (Rp    19.486.322.354,00) 
Jumlah belanja operasional setelah perubahan   

          Rp1.411.776.560.812,00 
 

b. Belanja modal 

1) Semula   Rp  315.082.945.351,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp  171.620.037.155,00 

Jumlah belanja modal setelah perubahan   
   Rp  486.702.982.506,00 

 
c. Belanja tidak terduga 

1) Semula   Rp    25.025.783.416,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp       6.236.107.907,00 
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan  

   Rp    18.789.675.509,00 
 

d. Belanja transfer 
1) Semula   Rp  205.167.716.293,00 
2) Bertambah/Berkurang (Rp   54.140.039.600,00) 

Jumlah belanja transfer setelah perubahan   
   Rp 151.027.676.693,00 
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Pasal 6 
(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf a, terdiri atas: 
a. Belanja pegawai 

1) Semula   Rp  798.327.853.400,00 
2) Bertambah/Berkurang (Rp 118.240.321.559,00) 

Jumlah belanja transfer setelah perubahan    
   Rp  680.087.531.841,00 

 

b. Belanja barang dan jasa 
1) Semula  Rp  571.528.431.666,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp    71.233.355.960,00 
 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan 

    Rp  642.761.787.626,00 
 

c. Belanja bunga 

1) Semula        Rp 0,00 
2) Bertambah/(berkurang)      Rp 0,00 

Jumlah belanja bunga setelah perubahan      Rp 0,00 
 

d. Belanja subsidi 
1) Semula    Rp    1.152.000.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)(Rp      759.600.000,00) 

 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan  
    Rp       392.400.000,00 

 
e. Belanja hibah 

1) Semula  Rp  42.974.174.100,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp  17.742.133.245,00 

Jumlah belanja hibah setelah perubahan   

   Rp  60.716.307.345,00 
 

f. Belanja bantuan sosial 
1) Semula  Rp 17.280.424.000,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp 10.538.110.000,00 
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan  

    Rp 27.818.534.000,00 

 
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf b, terdiri atas: 
a. Belanja modal tanah 

1) Semula Rp                      0,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp 4.243.512.000,00 

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan   

    Rp 4.243.512.000,00 
 

b. Belanja modal peralatan dan mesin 
1) Semula  Rp 24.957.771.072,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp 69.135.231.399,00 
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan   
    Rp 94.093.002.471,00 
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c. Belanja modal Gedung dan bangunan 
1) Semula        Rp 158.556.934.662,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp   42.203.036.322,00 
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah 

perubahan    Rp 200.759.970.984,00 
 

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 
1) Semula  Rp 129.093.647.617,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp  53.089.912.516,00 

Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah  
perubahan   Rp 182.183.560.133,00 

 
e. Belanja modal aset tetap lainnya 

1) Semula  Rp    2.374.391.000,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp    1.270.567.918,00 

 

Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan  
    Rp    3.644.958.918,00 

 
f. Belanja modal aset tidak berwujud; 

1) Semula          Rp0,00 
2) Bertambah/Berkurang                        Rp0,00 

Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah  

perubahan              Rp0,00 
 

g. Belanja modal aset lainnya; 
1) Semula         Rp   100.201.000,00 

2) Bertambah/Berkurang       Rp1.677.777.000,00 
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah  
perubahan         Rp1.777.978.000,00 

 
(3) Belanja  tidak  terduga  sebagaimana  dimaksud  dalam  

Pasal  5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: 
1) Semula       Rp25.025.783.416,00 

2) Bertambah/Berkurang    (Rp  6.236.107.907,00)   
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan  
       Rp 18.789.675.509,00 

 
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf d, terdiri atas: 
a. Belanja bagi hasil 

1) Semula     Rp 5.774.626.993,00 
2) Bertambah/Berkurang    Rp                     0,00 

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan   

      Rp 5.774.626.993,00 
 

b. Belanja bantuan keuangan. 
1) Semula  Rp 199.393.089.300,00 

2) Bertambah/Berkurang (Rp  54.140.039.600,00) 
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan 
    Rp 145.253.049.700,00 
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Pasal 7 
Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, terdiri atas: 
a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula   Rp558.704.596.053,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp102.816.576.701,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan  
    Rp661.521.172.754,00 
 

b. Pengeluaran pembiayaan. 
1) Semula   Rp                        0,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp                        0,00 
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 

    Rp                        0,00 
Pasal 8 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf a, terdiri atas: 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 

1) Semula  Rp558.704.596.053,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp102.816.576.701,00 

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun  
sebelumnya setelah perubahan  Rp661.521.172.754,00 

 

b. Pencairan dana cadangan 
1) Semula  Rp                        0,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp                        0,00 
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan 

   Rp                        0,00 
 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

1) Semula         Rp0,00 
2) Bertambah/Berkurang        Rp0,00 

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan  
setelah perubahan         Rp0,00 

 
d. Penerimaan pinjaman Daerah 

1) Semula         Rp0,00 

2) Bertambah/Berkurang        Rp0,00 
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan  

           Rp0,00 
 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah 
1) Semula         Rp0,00 
2) Bertambah/Berkurang        Rp0,00 

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah  
setelah perubahan        Rp0,00 

 
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 
1) Semula        Rp0,00 
2) Bertambah/Berkurang       Rp0,00 

Jumlah  penerimaan  pembiayaan  lainnya  sesuai  dengan  
ketentuan     peraturan     perundang-undangan    setelah  

perubahan         Rp0,00 
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(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf b, terdiri atas: 

a. Pembentukan dana cadangan 
1) Semula  Rp                      0,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp                      0,00 
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan 

            Rp                      0,00 
 
b. Penyertaan modal Daerah 

1) Semula  Rp                      0,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp                      0,00 

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan 
            Rp                      0,00 

 
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 

1) Semula    Rp0,00 

2) Bertambah/Berkurang   Rp0,00 
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo  

setelah perubahan    Rp0,00 
 

d. Pemberian Pinjaman Daerah 
1) Semula    Rp0,00 
2) Bertambah/Berkurang   Rp0,00 

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan 
             Rp0,00 

 
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 
1) Semula    Rp0,00 
2) Bertambah/Berkurang   Rp0,00 

Jumlah  pengeluaran  pembiayaan  lainnya sesuai dengan  
ketentuan    peraturan     perundang-undangan     setelah  

perubahan     Rp0,00 
 

Pasal 9 
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, 

dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya 
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan 
dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2026, dengan 

terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupati 
tentang penjabaran Perubahan APBD, dan 
pemberitahuhan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial 
dan/atau kejadian luar biasa; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 

dan/atau 
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat 

mengganggu kegiatan pelayanan publik. 
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(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar 
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 

tahun anggaran berjalan; 
b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja 

yang bersifat wajib; 
c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali 

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau 

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda 
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 

Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. 
 

Pasal 10 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan  dan  belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini yang terdiri atas: 

a.  Lampiran I Ringkasan perubahan APBD yang 
diklasifikasi menurut kelompok dan jenis 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

b. Lampiran II Ringkasan perubahan APBD yang 
diklasifikasi menurut urusan 

pemerintahan Daerah dan organisasi;  
c.  Lampiran III Rincian perubahan APBD menurut urusan 

pemerintahan Daerah, organisasi, 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

d.  Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut 

urusan pemerintahan Daerah, organisasi, 
program dan kegiatan beserta hasil dan 

sub kegiatan beserta keluaran; 
e.  Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja Daerah 

untuk keselarasan dan keterpaduan 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam 
kerangka pengelolaan keuangan negara; 

f.  Lampiran VI Rekapitulasi perubahan belanja untuk 
pemenuhan SPM; 

g.  Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan 
eancangan perubahan APBD;  

h.  Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub 
kegiatan pada P.RKPD dan P.PPAS;  

i.   Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas Nasional 

dan program prioritas Provinsi dengan 
program prioritas Kabupaten/Kota; 

j. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan 
per jabatan; 

k. Lampiran XI Daftar piutang Daerah; 
l. Lampiran XII Daftar pernyataan modal Daerah dan 

investasi Daerah lainnya; 

m. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan 
pengurangan aset tetap daerah dan aset 

lain-lain; 
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n. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi 
years); 

o. Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan 
p. Lampiran XVI Daftar pinjaman Daerah. 

 
Pasal 11 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 
Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan   penempatannya 

dalam lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
 

Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 17 September 2026

      
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 
 

SYAFRUDIN NOOR 
 

Diundangkan di Kandangan 
pada tanggal 17 September 2026 

 
           SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

 
   ttd. 

 
             MUHAMMAD NOOR 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  

TAHUN 2026 NOMOR 5 ...... 
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